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" Abstract

Covernment as a focus of government
studies can be defined as organized and
systematic activities, which originated from
soverelgn and independent entity which
has its fundamentals to be identified as a
state, which ruled over its citizens and
territory to achieve its national goals. By
that definition, it is clear that government
studies is a subject with a wide ranging
interpretation on government, included
government of a state, a non-state
government, and government in its common
terms as an object of political science.
Government studies with its modern characteristics was born
in Prussia and Austria in the 17" century. This subject was
known as Kameralwissenschaft. The cause of the needs of this
particular subject is the thoughts that we need an organized
knowledge directed straight on how government’s official should
Junction. In the next progress, linter with various context in
many countries and regions, study on government has generated
varous terms, concepts, and object of study.

kata kunci: asal-muasal kajian, perkembangan ilmu pemerintahan,
kameralisme, ilmu pemerintahan terapan.
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Kita dapat menerima pendapat yang menyatakan bahwa unsur-unsur
mutlak dari negara adalah: (a) rakyvat; (b) wilayah; (c) pemerintah dan
pemerintahan; (d) kedaulatan dan kemerdekaan; serta (e) dasar dan tujuan.

Kata “unsur” menunjukkan bahwa diantara kelima faktor tersebut
ada hubungan antara satu dengan yang lain. Jadi, pemerintahan mempunyai
hubungan tertentu dengan setiap unsur lainnya.

Kiranya sudah jelas bahwa negara merupakan suatu bentuk
kehidupan bersama, suatu organisasi dari sejumlah manusia vang
mempunyal tujuan bersama. Dalam setiap organisasi, pasti ada kegiatan
kegiatan tertentu yang dilakukan warganya untuk mencapai tujuan bersama
mereka. Dipandang dari sudut tertentu, maka pemerintahan itulah
merupakan kegiatannya. Sumber daripada kegiatan itu kedaulatan dan
kemerdekaan negara. Obyek sasaran adalah rakyat dan wilayah negara

A

but; dasar negara merupakan landasannya dan tujuan negara
terse ;

arah perjalanan negaranya. .

mempag:-frli urs.iar?{:li-]atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adaﬂiiﬁ

la kegiatan/usaha yang terorganisir, bersumber pada kcdgulatafir]:a i

fﬁ:ﬁerdck&aﬂ berlandaskan dasar negara, mengen;a rakg,::ahzi \:ﬂba};ai
' i ainya tujuan negara. Femer 'k

tersebut demi tercapalnya : ] s N

neg?lal_.'fan yang terorganisir mempunyzal makna bahwa klcg@tan éc;rgslj;?a

]::rgs:lebut dilakukan oleh sekelompok orang un;uk r{mncat?:lbtssgsia mﬂalu;

i L gk a atau sebagal usa J

: ilakukan dengan kerjasama atau se ! : by

yanf dembagjan kerja, di bawah satu pimpinan. Jadi pemennt&hEn t:l;a
iﬁl{a :dglah suatu usaha bersama, suatu karya bersama atau tugas bers
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Hing ?Zﬁ;igian tugas menimbulkan gdan}'g.m__latu strukt:;.‘ul-{ ziiskiﬁfatlu
istem dari berbagai fungsi. Oleh karena itu, dlhnjau_dan asg : 5 S

i sional, maka pemerintahan adalah suatu sistem (stru t1:1rd &

E:gfnisasi} Idﬁtri berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar das

i F i ra.
tu untuk mewujudkan tujuan nega _ :
& Selanjutnya tugas atau fungsi itu hanya dapat dan dilaksanakan

apabila disertai dengan kewenangan/kekuasaan. Oleh karena itu, orang juga

i juga kekuasaan,
bahwa pemerintahan adalah juga kel L
mengataﬂin{z?gan deriikian maka llmu pemerintahan adalah suatu

pengetahuan yang mempelajariseluk beluk penyelenggaraan pemerintahan

dalam arti seluas-luasnya. _
Disamping itu dapat pula dikf:muka.k
ilmu pemerintahan, sepertl yang dikemukakan
misalnya mengatakan bahwa: o
Rusenta}De bestgurmmgnschap is die ngefg:ntschﬁpegpiégﬁl gﬁ%ﬁ;ﬁ{;
-ighoudt met de studie van ae mierm :
5?::9 de  structuren en processen Ua? hﬂfiﬂ;:f:
bes!uur......Dpenbarbenuurtmrdtgedeﬁr_u,su?rd rlg E&‘gi g
van structure en processen, waar binen bmciencée eslissing
voar en namens de seemenleving getroffen wor ?nhuan yang
(Ilmu pemerintahan adalah suatw iimu penge ?ruktur ang
otonom yang mempelajari bekerjanya struktur-s e, S
proses-proses dalam penyelenggaran umum, pabs tare
bekerjanya struktur-struktur dan er:r_se::.-;.‘ur.::rS:-:]'sTt Hl copeds
internal maupun eksternal......... Jf_:usz*menni‘:z.'_té:r,\*lE u ot e
keseluruhan struktur dan proses proses di aimm% e
proses dan tatacara perumusan kebya.ksamnjkei Juniuk o
dan keputusan-keputusan yang bersifat manglikat,
atas nama kehidupan bersamal

an beberapa batasan tentang
oleh pakar lainnya. U.

seorang pakar yang lain yaitu H.A.Brasz, menyatalganlt:flz}ag}?iht;iéltcul.
“De pestuurwetenschap is die wiwenschap die zich e/r %hf it
met de wijze waarop de openbare diernst tsb mggrsl” ;
sunctioneerd intern en naar buitentegenover de ;uger e
Jt’I’Irm.-, pemerintahan adalah ilmu yang mempelajarn E:'?.” L?Sf—:ﬂt e
bagaimana lembaga-lembaga peme rintahan wnmum ar:sé “abskiat
difungstkan, baik secara internal maupun Secan f

yaitu terhadap warganegera)
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Di atas telah dikatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu
pengetahuan yvang sasaran dan obyeknya adalah pemerintahan dalam arti
seluas-luasnya, khususnyva pemerintahan yang ada pada setiap negara. Jadji,
dengan demikian, ilmu pemerintahan mempunyai kesamaan dengan ilmu
hukum tata negara yaitu mempelajari Tata Negara yvang ada pada suatu
negara tertentu, bukan negara pada umumnya. Yang mempelajari negara
pada umumnya adalah ilmu negara. llmu pemerintahan tidak memepelajari
pemerintahan pada umumnya, sebab tugas tersebut adalah tugas ilmu
politik. Mengenai hal-hal yang dipelajari eleh ilmu pemerintahan itu antara
lain: Asas-asasnya, prinsip-prinsipnya, serta pokok-pokok pikiran vang
menjadi landasan dari segala kegiatan pemerintah tersebut;

(1) Tujuan yvang akan dicapainya;

(2) Struktur organisasinya;

{3) Pelbagai proses dalam rangka merealisasikannya agar dapat mencapai

tujuan yvang telah digariskan;

{1] Pelbagai macam faktor dan kelkuatan-kekuatan yang mempengaruhi

jalannya pemerintahan,

Selanjutnya, dari batasan yvang diajukan oleh Rosenthal dan Brasz dapat
disimpulkan bahwa ilmu pemerintahan tersebut mempelajari tentang
pemerintahan umum, yvakni pemerintahan sebagaimana yang menjadi
kompetensi dari pelbagai instansi ﬁ}rang memiliki kekuasaan
foverheidsinsyanties), yang dalam kehidupan modern sekarang ini
memainkan peranan yang sangat penting; pemerintahan sebagai fungsi dari
negara dalam suatu perwujudannya, baik dalam wojud negara itu sendiri,
bagian-bagian dari negara seperti propinsi-propinsi, kotapraja, badan-badan
usaha milik negara atau daerah, waterschap dan lembaga-lembaga lainnya
vang berfungsi sebagai lembaga politik. Oleh karena itu maka Rosenthal
dan Brasz memandang pemerintahan dari dua macam pendekatan yaitu
pendekatan fungsional yang melihat pada kegiatan-kegiatan vang
dilaksanakan dan pendekatan struktural yang melihat kepada lembaga-
lembaga dan orang-orang vang melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.
Pendekatan fungsional menghasilkan pemahaman tentang “memerintah”
sedanghan pendekatan struktural menghasilkan pemahaman tentang
“pemerintah®.

Pakar yang lain yakni G. A. Van Poelje mengatakan bahwa 1lmu
pemerintahan itu mempelajari tentang:

(1) Unsur-unsur dinas umum;

[2) Keserasian dinas umum ke dalam dan hubungannya keluar yvakni

kepada masyarakat vang kepentingannya diwakili dalam dinas
urmum;

(3) Bentuk organisasi vang terbaik dari dinas umum;
{4) Hubungan antar alat kelengkapan yvang bersama-sama merupakan

dinas umum sebagai suatu kebulatan;
(5} Desentralisasi dan sentralisasi;

(6} Koordinasi dan pengawasan kedalam dan keluar;

>

Hubungan antara pemerintah dan rfik}rat; _ o
E;{ U‘;ahgf—;usaha untuk menjaga kerapian dan daya tindak yang tingg
dari pemerintah; , _
(9} Unsur-unsur manusia dalam pemermta‘han, 3 i
(10} Pembentukan, pendidikan, peraturan d;nasl dan gaji pegawal;
(11} Jaminan-jaminan bagi pemerintah yang baik dan serasi. e
Lain halnya dengan Hogerwerf yang menyat:::kan ba.hw;_l bldang—mala?_lg_
yang menjadi sasaran atau vang dipelajari oleh ilmu pemerintahan adalah:
(1) Proses kebijakan {policy) dan unsur-unsurnya;
(2) Aspek-aspek demaolkratisasi;
(3) Aspek-aspek rasionalisasi — .
4) Aspek-aspek pembagian tugas dan kerjasama.
i“gndaiat }rar?g sama dengan Hogerwef misalnya Idm]ukan oleh Me?ll-ian
Roche dan Stedman, yakni bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu
pengetahuan yang mempelajari tentang:
a) Proses politik; . . m
Eh]} Sumber-sumber dari kebijakan pemerintah (public policy);
(c) Implementasi kebijakan pemerintah;
(d) Dinamika pemerintah modern.
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[lmu pemerintahan yang herciri modern lahir buat perla.ma kalinya
di Prusia dan Austria pada abad ke-17. Ilmu ini pertama l-ca;'lil :illkegal dengj.:;
L ' 55 . Yang menjadi landasan
4 atau sebutan: Kameralwissenschaft .
;a;;nya ilmu ini adalah pemikiran bahwa diperlukan ad:*ir;}]ia szl;eiﬂﬁrff;};
ipandang langsung berkaitan dengan pelaksan .
D i ini perlu diidentifikasi dan
eiahat pemerintah. Sekelompok 1lrmt1 ini p - :
Ejjugl;n dis_japrl-can di perguruan-perguruan Unggl. Pada ],;I:?Si pem;w;\tz.‘{:zi
' i ille i a (1713-1740) mata iah-mata k
Raja Frederik Willem | misalnya | ; e s
istik diaj i Universi Frankfurt dan Universitas halle.
Kameralistik diajarkan di Universitas ¥ra _ : _
leuliah-mata kuliah tersebut terdiri dari pelbagai subyek yang d1par;d;1r:§
esensial bagi pemerintahan sccara berdayaguna d;n Eerdhasﬂ I:;g;gfnma;; -
; iperi -ara sentralistik, yang berbudaya s
negara yang diperintah secara sen K, gy
ah ekonomi merkantilisme. Fokusnya pada wak !
yang menganut mazhab ekor ilis . ¢ g
i ang ini z tilah public finance, adoun
jalah apa yang sekarang ini dikenal dengan is e i
i ' Irnu pengetahuan tentang Kepo ;
penerimaan dan pembelanjaan negara, it . ! g
isfi : i birokrasi dan ketatausa ya,
tatistik, stelsel perpajakan, struktur ! _
fcjrrllasuk juga ilmu ekonomi terutama yang berka}tan rd_engan' nkam&m:
pertanian atau agronomi. Dengan sendirinya apabila dj_h]:tat dari S:_i u’i
ukuran-ukuran ilmu pengetahuan yang modern ii;:va:i 1;2; maka secar:
thodologis belum memenuhi persyaratan yang Gitentuin & -
" Wajlg‘aupun demikian, kameralistik sebagai suatu smtelm _permti-:{uap
dan sebagai suatu methode untuk mendidik mereka yang Ingin be .erila‘
dilingkungan birckrasi, lambat laun mulai bergeser dan digantikan DIEI-‘L htb‘l.l L;
di bidang ilmu hukum. Hal in terjadi pada akhir ahlad ke-18 dran_ awa: aba .
ke-19. Di Jerman dan Austria, pergeseran dari kameralistik ke c?‘
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pendekatan hukum ini berlangsung sedemikian cepat dan sempurna
sehingga membawa akibat bahwa kameralistik itu dipandang tidak perlu
lagi diajarkan di perguruan tinggi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan
terjadinya pergeseran tersebut menurut Carl J. Friedrich adalah
berkembangnya cita tentang konstitusionalisme dan legalisme yang bertujuan
untuk mengatur hubungan-hubungan antara penguasa dengan rakyat, juga
untuk melindungi kebebasan dan hak milik individu, digantinya mazhab
ekonomi merkantilisme dengan mazhab ekonomi laissez-faire, munculnya
gerakan kodifikasi hukum yang berawal di Austria kemudian menyebar ke
seluruh Jerman dan menjalar ke seluruh Eropa, tumbuh dan berkembangnya
lembaga-lembaga peradilan administrasi, selera pribadi para raja yang ingin
mengambil hati rakyatnya, dan lain-lain.

Akibatnya, ialah bahwa pengelolaan pemerintahan tidak lagi
mengarah kepada usaha untuk mencapai daya guna dan hasil guna,
melainkan mengarah kepada penerapan hukum secara tepat dan benar,
khususnya hukum-hukum yang mengatur antara penguasa dengan rakyat.
Cleh karena itu, sampai dengan pertengahan abad ke-20, di banyak negara
di daratan Eropa, hampir semua pejabat-pejabat pemerintahannya adalah
ahli-ahli hukum,

Dengan demikian maka mulai akhir abad ke-18 Kameralisme tidak
lagi berkembang di Eropa. Lain halnya dengan di Amerika Serikat, lebih
kurang 100 tahun kemudian, berkembang ilmu pengetahuan yang sejenis
dengan kameralisme tersebut, yang dirintis oleh orang Amerika yang pernah
belajar di Eropa khususnya di Jerman, yang sangat terkesan oleh hasil-
hasil yang telah dicapai oleh kameralisme waktu itu. Berbeda halnya dengan
di Eropa, maka demokratisasi di Amerika tidak lagi menjadi permasalahan,
bahkan pelaksanaannya dianggap sudah berlebihan, sehingga berdampak
negatif, antara lain berupa inefisiensi dalam lingkungan birokrasi.
Rekruitmen dilakukan dengan menggunakan spoil system vang diikuti oleh
ratation of office dilakukan segera setelah suatu partai politik memenangkan
pemilu. Disamping mengandung hal-hal yang positif, tetapi juga membawa
akibat negatif, sehingga timbul gagasan bahwa spoil system perlu diganti
dengan merit system dan hal ini terwujud dengan lahirnya “Pedleton Act”
pada tahun 1883. Walaupun secara hukum sistem merit ini sudah sah,
tetapi pertentangan masih saja terus berlangsung. Pertentangan pendapat
baru mereda setelah Woodrow Wilson mengemukakan pendapatnya. Wodrow
Wilson menyatakan bahwa merit system tidak bertentangan dengan
demokrasi di AS. Wilson membedakan antara istilah pelitics dan
administration. Demokrasi sebagai suatu sistem politik termasuk dalam
lingkup politik dan tidak berkaitan dengan administrasi. Wodrow Wilson
mengatakan bahwa:

* Administrasi adalah ilmu, yang prinsip-prinsipnya dapat diajarkan
dan diterapkan pada setiap rejim, baik rejim yang demokratis maupun
rejim-rejim yang lain. Administrasi itu merupakan ‘science’, ‘pofession’,
‘teknile’ yang secara politis adalah netral.

- neg

Upaya untuk membebaskan pegawat pemerintah dar palitik dengan
demikian bukanlah sikap anti demokrast®,

pendapat Wilson dikemukakan bersamaan dengan muwnculrdl‘ya
gerakan scientific management dan munculnya teori Weber tentang “The Idea

v". Wilson berpendapat bahwa dalam organisasi-organisasi

Type of Bureaucracy _ . : o
merintahan perlu diterapkan pendekatan yang disebutnya: business-like

approach to government. Dengan demikian organ isasri—nrganmz.salpenmf-l;ti]l
dapat dikelola secara berdayaguna dan berhasil gui‘{a.,_ a.tz_im E:{ﬂ%ﬂ;{
mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh the administratwe [
supeﬂﬂrszmpai dengan tahun ]93&—194p—an dikot.o_rm 1‘;0[1111{* d:a.£
administrasi dari Wilson ini dijadikan sebagai suatu dluktnn da an r_mgar
ara demokrasi yang menerapkan merit systenm. Wilson sebagai seorang

Jerman dapat mengembangkan kameralisme di

yang pernah belajar di me o

Amerika Serikat menjadi Ilmu Administratisi Negara. Beliau menga
bahwa: . .

“ The science of public administration.... Is a birth of our century;:
almost of our own generation...It has been developed by Frenl-urh aniz
German professors, ... [f we would employ i, we must Americanize

it
Jadi Administrasi Negara adalah kameralisme yang diberi ciri Amerika,
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Berbeda halnya dengan cara pendr:katan_ para ahli ilmu pcnn:lz_-n;tahgn_

di Eropa dan di Amerika Serikat, para pakalr _:]mu pcnge’sahuan i lngrgruj
ilmu pengetahuan humantties sn::!::aga: pengeta '1_LI1.:1111
perlukan bagi pejabat-pejabat admmmtrat:%nlya.
ad yang lalu, telah diartikulasikan sedemllktan
oleh lulusan Oxford dan Cambridge.

ersitas ternama ini adalah ilmu-ilmu

pengetahuan klasik dan humanities. Dengan demikian pejabat p?n:f:rmtiz;:
di Inggris terdiri dari para gentleman yang p{:ﬂgﬂta_hu'dtll'l.j-«’ul bcr?L a g;zn:,rs ;
sehingga mercka sendiri diklasifikasikan sebagai professional ama :?i 5 i

" Lain halnya dengan di daratan Eropa, pada era sebclulm pci:,a 1:;3;1
Perang Dunia ke-2, terdapat kecendemngan_uptuk nmr}lperhaka:l {ﬂ:k a 1_1JL
cara pendekatan kameralistik dalam pench_chkan bag: mgrf:ha }rd'nﬁah;:-l
dipersiapkan untuk menduduki jabatan—_pbatan tinggi p:mE,T:I1 ahw;;l
Dengan demikian, maka orang kembali menganut pendapat D e
diperlukan sejumlah ilmu pengetahuan tertentu untuk dapat mcng{;: %
penyelenggaraan pemerintahan secara bcrdg}raguna.dan ?}erhasﬂ gulna. . m o
ilmu ini hendaknya diajarkan di universﬂ_as_—l_lmwftrmtas atau lem aﬂ%;m
lembaga perguruan tinggi yang lain. Tentang isi atau materi dari prj::grr;n
tersebut dapat berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang
lainnya dan terus dikembangkan dari waktu ke waltt

memandang
pengetahuan yang sangat di
Kalangan ini semenjak seab _
rupa sehingga hanya dapat ciidudul_c:
Titik berat pendidikan di kedua univ

9



Di negeri Belanda misalnya, pada tahun 1920 diciptakan program
Indologie yang dilakukan oleh perserikatan dari 3 fakultas dari Universitas
Leiden yakni Fakultas Hukum, Sastra dan Fakultas Filsafat. Program ini
sangat bercorak multidisiplin oleh karena Fakultas Hukum di negara tersebut
mengajarkan pula pelbagai cabang ilmu pengetahuan sosial. Program yang
sama kemudian dibuka pula di Universitas Utrecht pada tahun 1925.

Tujuan utama dari program Indologie ini adalah untuk
mempersiapkan calon-calon pejabat pemerintah Belanda yang akan
ditugaskan di Hindia Belanda. Bersamaan dengan dibukanya program
Indolegi tersebut, maka pemerintah Kerajaan Belanda mengeluarkan suatu
peraturan yang mengatur pendidilcan bagi para penyelengsara pemerintahan
umum di Hindia Belanda yang disebut “Besluit op de Indische

Bcs:'ruursnpieiding 19227 (S5th 1922 /453 atau Sth Hindia Belanda No. Ha0

tahun 1923),

Berdasarkan Peraturan tersebut, maka para pejabat Pemerintahan
Dalam Negeri (Binenlands Bestuur) mulai pangkat Administratief Ambtenaar,
Aspirant Controleur, Controlleur, Gewestelijke Secretaris, Assistant Resident,
Resident dan Gouvernour, haruslah mereka yang telah lulus ujian-ujian
doktoral dari studi Indologi yang diselenggarakan oleh gabungan/
perserikatan Fakultas-fakultas Hukum, Sastra dan Filsafat. Persyaratan bagi
para pejabat administratif pemerintahan dalam negerif pemerintahan umum
sifatnya lebih pragmatis dibandingkan dengan di Inggris. Para pejabat ini
bukan sekedar professional amateurs. melainkan professional generliste.
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Persoalan selanjutnya adalah bagaimana dengan sudut pandangan
ilmu pemerintahan?. Imu pemerintahan memandang obyeknya dari sudut
pandang politik ideclogi artinya memandang pemerintahan sebagai suatu
resultante atau hasil bersama dari pelbagai macam faktor dan kekuatan
yang ada dalam masyarakat. Faktor-faktor dan kelciat an-kekuatan tersebut
antara lain adalah keadaan geografis, demografis, taraf perkembangan
ekonomi, tingkat pendapatan rakyatnya, aspirasi politik yang tumbuh dan
berkembang di dalam masyarakat, partai-partai politik, dasar dan tujuan
negara, dan sebagainya.

Akibat dari sudut pandangan yang demikian, maka ilmu
pemerintahan dengan sendirinya juga mempergunakan hasil-hasil dari ilmu-
ilmu pengetahuan lainnya dan diantaranya yang paling penting adalah Ilmu
Politik, [lmu Administrasi Negara, [lmu Hukum Tata Negara, Geografi Politik,
Ekonomi, Sosiologi, Anthropologi, Psikologi (sosial), Komunikasi, Statistik,
Ethika, Filsafat dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain, ilmu-ilmu
pengetahuan lain tersebut merupakan ilmu pembantu bagi ilmu
pemerintahan,

Seperti yang telah dikatakan bahwa memang gejala-gejala
pemerintahan itu memang telah lama dipelajari, namun belum dipelajari
secara mandiri sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mandiri. Ilmu
Pemerintahan baru merupakan sosok yang mandiri dan dialui
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Upaya untuk membebaskan pegatvai pe_merinmh dari politik dengan
djejm}{kian bukanlah sikap anti demokrast”.

i ' dengan munculnya
t Wilson dikemukakan bersamaan ;
Pz;g:f:';c management dan munculnya teori Weber tf.'l?ltaI'fg The ilj;;
Eﬂralmfa eaucracy”. Wilson berpendapat bahwa dal-'?.ﬂl -::rganm_,am—o_rg:;ar; S
e?-intzian perlu diterapkan pendekatan yang dilsebutnj_,ra. ?;ﬁ:}:ﬁimah
= ngan demikian organisasi-organisas
gaeresci s gﬂuem-mE?;f. E:rdgayaguna dan berhasil guna, dalam rangka

i SeCar 13, ; b
daﬂi;;i;?ill_;lia; yang telah ditetapkan oleh the administrative politica
me

R i dengan tahun 1930-1940-an dlkc:m‘mi politik da&n
dmi 'i?gipc?‘ari Wilson ini dijadikan seb_agai suatu d_oki rin dalanll r1eg:1r:g

— krasi yvang menerapkan merit system. Wilson sebagg seo s
negt;:fi;::nrzi-‘; {:e]aj}z;r di Jerman dapat mengembangkgnlIkimneléilés:tx;ia;

o i jadi dministratisi Negara. Belia

Amerika Serikat menjadi llmu A

hahwfiﬂ seience of public administration.... Is a hirth of mf’f centuryc.[

a!m:fsrt of our own generation...Jt has been developed by French an

. ey
German professors...... fwe would employ it, we must Amencarize

i

Jadi Administrasi Negara adalah kameralisme yang diberi ciri Amerika.
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Berbeda halnya dengan cara p:::ldekatarﬁ para afﬂi ilm:; p::lngiu?:;b;f;;
di Eropa dan di Amerika St:!’ihka[, pa;;a paljzlafrt Eg;ﬂl: f};.;lg;tia px;;lgEtahuam
& ' engetahuan huma sel nge Man
Eleinrggzlf::;f y;lrgiaigmgdipcr!ukan bagi pef'a:a:_—pc_;ize:.; :,izin::hf;:fiii
: i ah diart
Ka]aﬂga“—_ = 5‘312“’-;11}: 1:.‘]as.;g}:jzcild{i‘lfsgktacl:]llerht?jusan Dxﬁ:%’d dan Cg_mbrildge.
Titike e d:ctiian di kedua universitas ternama in_1 adalah Lln?u—ﬂi_zlnu
s t’zelﬂqf}iaﬁik dan humanities. Dengan demikian pejabat Efmer:n:r_u !z:i-n
gfﬂ?;ilq t;rdiﬁ éari para gentleman yang pengeta_huanny:il hﬂr?:;z ;;;er; - ;
sl reka sendiri diklasifikasikan sebagal professmm? o
SEhmggfa?;ﬂhalnya dengan di daratan Eropa, pada cra sebtlg:l‘il p?;inb*_:l .
Perang Dunia ke-2, terdapat kecendcmngan. u_ntuk Elﬂmp&;l‘:lj:; ;zng. S5
cars piendekatan kameralistik dalam pendl_d:ka.rf E;gl mi 2 yee £ e
dipersiapkan untuk menduduki jabatan—;abamn mggcr'glzrda Sl
Dengan demikian, maka orang kembali mcnganutipda a_tpn'u:nge]gla
diperlukan sejumlah ilmu pengetahuan tertentu untubc. rlmlz:n511 s e
enyelenggaraan pemerintahan secara berrlatyagldma. dan_ c : g o
ﬁmu ini hendaknya diajarkan di univermtas_—L_mwers1tjif.ﬂ:? ::.I : ;:mgmm
lembaga perguruan tinggi yang lain. Tentang 1s1 atan Ln;n e
tersebut dapat berbeda-beda antara negara yang Zit; g
lainnya dan terus dikembangkan dari waktu ke w :



Di negeri Belanda misalnya, pada tahun 1920 diciptakan program
Indologie vang dilakukan oleh perserikatan dari 3 fakultas dari Universitas
Leiden vakni Fakultas Hukum, Sastra dan Fakultas Filsafat. Program ini
sangat bercorak multidisiplin oleh karena Fakultas Hukum di negara tersebut
mengajarkan pula pelbagai cabang ilmu pengetahuan sosial, Program yang
sama kemudian dibuka pula di Universitas Utrecht pada tahun 1925.

Tujuan utama dari program Indelogie ini adalah untuk
mempersiapkan calon-calon pejahat pemerintah Belanda yvang akan
ditugaskan di Hindia Belanda. Bersamaan dengan dibukanya program
Indologi tersebut, maka pemerintah Kerajaan Belanda mengeluarkan suaty
peraturan yang mengatur pendidikan bagi para penyelenggara pemerintahan
umum di Hindia Belanda yang disebut “Besluit op de Indische
Bestuursopleiding 1922 (Sth 19227453 atau Stb Hindia Belanda No. 650
taln 1922).

Berdasarkan Peraturan tersebut, maka para pejabal Pemerintahan
Dalam Negeri (Binenlands Bestuur) mulai pangkat Administratief Ambtenaar,
Aspirant Controleur, Controlleur, Gewestelijke Secretaris, Assistant Resident,
Resident dan Gouvernour, haruslah mereka yang telah lulus ujian-ujian
doktoral dari studi Indologi vang diselenggarakan oleh gabungan/
perserikatan Fakultas-fakultas Hukum, Sastra dan Filsafat. Persyaratan bagi
para pejabat administratif pemerintahan dalam negeri/ pemerintahan umum
sifatnya lebih pragmatis dibandingkan dengan di Inggris. Para pejabat ini
bukan sekedar professional amateurs, melainkan professional generliste,
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Perzoalan selanjutnya adalah bagaimana dengan sudut pandangan
ilmu pemerintahan?. Iimu pemerintahan memandang obyeknya dari sudut
pandang politik ideologi artinya memandang pemerintahan sebagai suatu
resultante atau hasil bersama dari pelbagai macam faktor dan kekuatan
yang ada dalam masyarakat. Faktor-faktor dan kekuatan-kekuatan tersebut
antara lain adalah keadaan geografis, demografis, taraf perkembangan
ekonomi, tingkat pendapatan rakyatnya, aspirasi politik yang tumbuh dan
berkembang di dalam masyarakat, partai-partai politik, dasar dan tujuan
negara, dan sebagainya.

Akibat dari sudut pandangan yvang demikian, maka ilmu
pemerintahan dengan sendirinya juga mempergunakan hasil-hasil dari ilmu-
ilmu pengetahuan lainnya dan diantaranya yang paling penting adalah llmu
Politik, llmu Administrasi Negara, llmu Hukum Tata Negara, Geografi Politik,
Ekonomi, Sosiologi, Anthropologi, Psikologi (sosial), Komunikasi, Statistile,
Ethika, Filsafat dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain, ilmu-ilmu
pengetahuan lain tersebut merupakan ilmu pembantu bagi ilmu
pemerintahan,

Seperti yang telah dikatakan bahwa memang gejala-gejala
pemerintahan itu memang telah lama dipelajari, namun belum dipelajari
secara mandiri sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mandiri. Ilmu
Pemerintahan baru merupakan sosok yang mandiri dan diakui
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m = : jala-gejala
iri dalam dekade 1970-an. Sebelumnya, geja :
k:m:rfilil:;—ilirrlung;elajari sebagai bagian dari ilmu pengetahuan yang lain

'p &

i i i iti intahan ini antara lain dapat
geperti bagian dari ilmu politik dengan pemerinta

i i tech sebagai berikut:

ili apa yvang dikemukakan cleh Ka.r} Deu : ; it
dﬂ1ha;c dBiEcmge ;oliﬁns is the making of decision, by public _maamzi 1t€ U_L‘:‘:
rimarily concerned government, that is, with the ::tlareclngn .ar: Sseq
ﬁimcﬁ'mn of large communnities aof éyeopie.b’}“uche g{:gﬁ'ﬁﬁ ﬁ?iﬁg&d Ss uﬁfm 58

(5l [ tpu a ]
the process of decision making about RAgh oan s i
{ who gets wheat, The word ‘governmen EaHle

E:i?zhwe?;;r:ess Em terms of control and self~control of the community

be it city, state or nation”.

D samping itu seorang pakar ]e:in mengatakan‘bahwa t:??::-_lerzf;
tugas negara-negara modern sekarang %m adalah merupa;;zn surz: - gmrat
mustahii', sebab telah mencakup hampir segala.i aspcl; kei ; 1}’ upalerim;ih jflga
Akibatnya, permasalahan-permasalah yang dihadapi o Ld | pen i
semakin kompleks dan sulit, sehingga l.1dﬂj{ mung]lcér;k ilpec.sf et
mono-disiplin. Pelaksanaan pembangunlail’i |1115§.1};1:; E:] gku:s];i:]’:agaj g

weoalan ekonomi melulu, akan tetapi juga me : ;
ﬁfé:’iz:;zn sosial, politik, ideologi, Lcel:_nucia}ra;m, pmknh::gliz, kca.m;t::z;u i;.l;
ketertiban dan sebagainya. Oleh se];lab itu p:;zloia_]:;ﬁi;{;i ;{i; ie;:; e
yang merupakan bagian “.dm._j persoalan-per: en hkm.l ot
dipecahkan secara multi disiplin, mt{-:rdls_Lp j_l'.k ahk R
erkaitan dengan apa yang telah dikaitkan diatas, ma : p : :
diingat E::cndapat dari Karl Deutsch yvang disebutnya Sibag%iniﬁﬁeg';n;g?:;
The Helnsman Concept. Dikatakan _nlehnj,ra E:_ra_hwa pemeri tcta. e
jurumudi harus menguasai berbagai macam informasi agg.r Qn pbenar-
mengandalikan dan mengarahkan pemerintahan ke arah yvang

engatakan bahwa: ' i
Deutsﬂc‘:lnl: Gng who directs the affairofa country — r::r-::rn},f Fﬂ.;?e qrg?miﬁg
or community—must know how io stay I[H mntr?g, a_ﬁizﬁ%i;sn ohich ie
and the current state of the country or o S :
?g;?rfﬂing; what are the limits and opportunities in its hznu;;ﬂg;l{ffm
which he must cope with; and what the result he wishes them, is
Combining these four kinds of knowledge, and setting upon :

L i
the essence of the art of government”.

B
Dalam perkembangan selanjutnya, makat nampak ba!flm;? 'atn.::;,:;;
pemerintahan dan kemasyarakatan yang semakin lf_na Tiﬁigl ;::?anan
5 i 3 dan semakin pe
kompleks, mendorong semakin besar pEL: !
p:m;-intah, baik di negara-negara sedang berkeml:ia_ng_ ;ﬂ::;ilr_llil ilﬂinfzit
ju. Perkembangan yang demiki
negara yang sudah maju N SR o
i ' p; dengan per.
keberadaan ilmu pemerintahan yang semakin ma e
dirinya dari paradigma ilmu pemer :
vang dapat melepaskan la 1 . X il
] dari paradigma ilmu p
otonom, vang dapat melepaskan dlrmyg : e
sabagai gagiagm dari ilmu politik sebagaimana yang dianut oleh masyaraka

ilmu pengetahuan pada tahun 1950-an.
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Dalam hubungan ini, cara pendekatan interdisipli i
mengandung kelemahan-kelemahan, cleh kareng ﬂmulsl:lngn;:tralfg;inizzg
terbentulk masih terdiri dari unsur-unsur yang terpisah-pisah sehinggs
hams_dipcrtemukan dan dilkumpulkan bersama. Sifat utonﬂmrdan' ilmu
pemerintahan menuntuat adanya perubahan cara pendekatan yakni dengan
menambahkan suaty common-ground terhadap sifat interdisipliner tersebut
Dengan perkataan lain, bahwa ilmu pemerintahan merupakan iImﬁ
pengetahuan yang bersifat interdisipliner, tetapi mempunyai disiplin sendiri
l0[1._1.3:}'11rta.}:'1 apa yang dinamakan pendekatan meta disiplin, yangl
Peﬁ?ﬁ;;?;:?ﬁgnsiz?ya common-ground landasan dan dasar-dasar

Adapun sumbangan dari disiplin ilmu-ilmu i -
merupakan hasil spesialisasi dari ﬂmu~iIr§u tersebut yang r::;rz::}fgul;:illg 'gg_}:;%
ggala Pemrzrintahan umum/pemerintahan dalam negeri, kemudian
4.:115t:sua.1kan dan diintegrasikan berdasarkan commaon-ground trerSE*but dan
itulah vang dinamalcan Ilmu-ilmu Pemerintahan (Bestuurswetensc}ta e
Yang tergolong kedalam ilmu-ilmy pemerintahan ini antara lain adalailﬁimﬁ
‘I-j{euzlt_lngan Negara, Manajemrj,-n Pemerintahan, Hukum Tata Pemerintahan

an Hukum ‘II‘.?ia Negara, Sosiologi Pemerintahan, Politikologi Pemerintahan
tﬂestuurspo!zt:miogie], dan lain-lain.

Fer%cern bangan selanjutnya dari llmu Pemerintahan ialah menuju ke
apa yang disebut Ilmu Pemerintahan Terapan (Bestuurskunde). Seperti telah
d1kemui~§akan di atas bahwa studi tentang pemerintahan umum-ilu
nmlmp_erl thatkan corak normatif yang kuat. Namun secara perlahan-lahan
terjadi pemecahan antara llmu Pemerintahan sebagai suatu disiplin empiris
dengap llmu Pemerintahan Terapan sebagai ajaran normatif mc-ng];n-ﬂ
gz;erlmtahanl umum. Tujuan dari llmu Pemerintahan Terapan te-rutarr:a
Pem;;ﬂ;:;;icuﬁzzr;%mrbmk1 penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dari

* Staf pengajar senior di Jurusan 1llmu

Pemerintahan, FISIPOL, UGM. Menyelesaikan S-
I di Jurusan Hmu Pemerintahan, FISIPOL, UGM
(1966) dan 8-2 di UPLB, Filipina (1979). Beberapa
bukunya yang telah terpublikasikan antara lain:
Anl-mfisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
di Indonesia {Bina Aksara, 1982) dan Prospek
. Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia:

ldentifikasi Beberapa Faktor yang Mempengearuhi
Drs. Josef Riwu Kaho, MPA. Penyeienggaraannya, (Rajawali Press, 1988].
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kemandiriannya dalam dekade 1970-an. Sebelumnya, gejala-gejala
pemerintahan dipelajari sebagai bagian dari ilmu pengetahuan yang lain
seperti bagian dari ilmu politik dengan pemerintahan ini antara lain dapat
dilihat dari apa yang dikemukakan oleh Karl Deutsch sebagai berikut:
* Because politics is the making of decision, by public means, it is
primarily concerned government, that is, with the direction and self-
direction of large communities of people. The word politics® stresses
the process of decision making about public actions or goods what is
done and whe gets what. The word ‘government’ stresses the result
of the process —in terms of control and self~control of the community—

be it city, state or nation ™.

M samping itu secrang pakar lain mengatakan bahwa memerinci
tugas negara-negara modern sekarang ini adalah merupakan suatu hal yvang
mustahil, sebab telah mencakup hampir segala aspek kehidupan raloyatnya.
Akibatnya, permasalahan-permasalah yang dihadapi oleh pemerintah juga
semakin kompleks dan sulit, sehingega tidak mungkin dipecahkan secara
mono-disiplin. Pelaksanaan pembangunan misalnya tidak hanya merupakan
persoalan ekonomi melulu, akan tetapi juga menyangkut pelbagai macam
persoalan sosial, politik, ideologi, kebudayaan, psikelogis, keamanan dan
ketertiban dan sebagainya. Oleh sebab itu persoalan-persoalan pembangunan
yang merupakan bagian dari persoalan-persoalan pemerintahan hanya dapat
dipecahkan secara multi disiplin, interdisiplin bahkan transdisiplin.

Berkaitan dengan apa yang telah dikaitkan diatas, maka perlu selalu
diingat pendapat dari Karl Deutsch yang disebutnya sebagai Government:
The Helnsman Concept. Dikatakan olehnya bahwa pemerintah sebagai
jurumudi harus menguasai berbagai macam informasi agar tetap dapat
mengandalikan dan mengarahkan pemerintahan ke arah yang benar.

Deutsch mengatakan bahwa:

* Any one who directs the affairof a country — orany large organization
or community—rmust know how to stay in control; what is the basic
nature and the current state of the country or organization which is
controlling; what are the limits and opportunities in its environmernt
which he must cope with; and what the result he wishes to attain
Combining these four kinds of kEnowledge, and setting upon them, is
the essence of the art of government”.
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Dalam perkembangan selanjutnya, maka nampak bahwa struktur
pemerintahan dan kemasyarakatan yvang semakin lama menjadi semalkin
kompleks, mendorong semakin besar dan semakin penting peranan
pemerintah, baik di negara-negara sedang berkembang maupun di negara-
hegara yang sudah maju. Perkembangan yvang demikian ini menuntut
keberadaan ilmu pemerintahan yang semakin mantap; dengan perkataan
yang dapat melepaskan dirinya dari paradigma ilmu pemerintahan yang
otonom, yang dapat melepaskan dirinya dari paradigma ilmu pemerintahan
sabagai bagian dari ilmu politik sebagaimana yang dianut oleh masyarakat
ilmu pengetahuan pada tahun 1950-an.
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Dalam hubungan ini, cara pendekatan interdisipliner dipandang
mengandung kelemahan-kelemahan, oleh karena ilmu pengetahuan yang
terbentuk masih terdiri dari unsur-unsur yang terpisah-pisah, sehingga
harus dipertemukan dan dikumpulkan bersama. Sifat otonom dari ilmu
pemerintahan menuntut adanya perubahan cara pendekatan yakni dengan
menambahkan suatu common-ground terhadap sifat interdisipliner tersebut.
Dengan perkataan lain, bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu
pengetahuan yang bersifat interdisipliner, tetapi mempunyai disiplin sendiri.
Lahirlah apa yang dinamakan pendekatan meta disiplin, yang
mempersyaratkan adanya common-ground landasan dan dasar-dasar
pengetahuan yang sama.

Adapun sumbangan dari disiplin ilmu-ilmu yang lain, yang
merupakan hasil spesialisasi dari ilmu-ilmu tersebut yang menyelidiki gejala-
gejala pemerintahan umum/pemerintahan dalam negeri, kemudian
disesuaikan dan diintegrasikan berdasarkan common-ground tersebut dan
itulah vang dinamakan [lmu-ilmu Pemerintahan (Bestuurswetenschappen),
Yang tergolong kedalam ilmu-ilmu pemerintahan ini antara lain adalah ilmu
Keuangan Negara, Manajemen Pemerintahan, Hukum Tata Pemerintahan
dan Hukum Tata Negara, Sosiologi Pemerintahan, Politikologi Pemerintahan
[Bestuurspoliticologie), dan lain-lain,

Perkembangan selanjutnya dari llmu Pemerintahan ialah menuju ke
apa yang disebut [lmu Pemerintahan Terapan (Bestuurskunde). Seperti telah
dikemukalkan di atas bahwa studi tentang pemerintahan umum itu
memperlihatkan corak normatif yang kuat. Namun secara perlahan-lahan
terjadi pemecahan antara llmu Pemerintahan sebagai suatu disiplin empiris
dengan Ilmu Pemerintahan Terapan sebagal ajaran normatif mengenai
pemerintahan umum. Tujuan dari lmu Pemerintahan Terapan terutama
adalah untuk memperbaiki penvelenggaraan kegiatan-kegiatan dari
pemerintahan umum.

* Staf pengajar senior di Jurusan [lmu
Pemerintahan, FISIPOL, UGM. Menyelesaikan 5-
1 di Jurusan [lmu Pemerintahan, FISIPOL, UGM
(1966) dan 5-2 di UPLB, Filipina (1979, Beberapa
bukunya yvang telah terpublikasikan antara lain:
Analise Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
di Indonesia (Bina Aksara,1982) dan Prospek
Mtonomi Daerah di Negara Republik Indonesia;
J Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengarhi
Drs. Josef Riwu Kaho, MPA. Penyelenggaraannya, (Rajawali Press, 1988].
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